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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan karunia-Nya, buku kolaborasi dengan judul
Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia ini terbit. Buku ini
disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi Hukum Pidana dari
berbagai afiliasi terkemuka di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat
hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya
yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana.

Dalam buku ini terdiri dari 19 (sembilan belas) bab yang
kesemuanya berkorelasi dan berkoherensi dengan perkembangan
hukum pidana. Adapun substansi dalam buku ini yakni: pengantar
hukum pidana, asas-asas hukum pidana, kebijakan kriminal, tindak
pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan,
percobaan, penyertaan, dan perbarengan, tindak pidana korupsi,
tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, tindak pidana
HAM, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana mayantara dan
pelindungan data pribadi, perampasan aset hasil tindak pidana,
restorative justice dan diversi, perlindungan saksi dan korban,
kerugian negara dalam perspektif hukum pidana, beban pembuktian
dalam hukum pidana, dan pembaharuan dalam hukum pidana
nasional.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan
masih terdapat banyak kekurangan,, karena sejatinya kesempurnaan
itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, Penulis menerima
masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.
Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan dan
penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat dan
berdampak memperkaya kualitas literasi Hukum Pidana di Indonesia.
Aamiin.

Salam Hormat,

Tim Penulis
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BAB 1
PENGANTAR HUKUM PIDANA

Ladito R. Bagaskoro, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pengantar Hukum Pidana
Diskusi dalam konteks Hukum Pidana, sering kali diwarnai bayangan
hal-hal yang menyeramkan, menyakitkan, dan berbahaya. Frasa
"Hukum Pidana" sendiri seringkali terkait dengan tindak pidana,
penjahat, persidangan, polisi, korban, dan berbagai hal lainnya.
Pandangan awal ini tidak sepenuhnya salah, karena informasi yang
sering kita terima memang berkaitan dengan hal-hal semacam itu.
Contohnya, tindak pidana Kkorupsi yang diusut oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana penganiayaan yang
dilakukan siswa SMP terhadap teman mereka di suatu daerah, atau
bahkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena
motif percintaan. Hal-hal tersebut biasanya mencerminkan persepsi
umum masyarakat terhadap Hukum Pidana. Namun, secara umum,
hukum pidana berfokus pada pengaturan terkait dengan tindak
pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan utama dari
penerapan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak
pidana yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, cakupan hukum pidana
akan mencakup perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang
diwajibkan kepada masyarakat, terutama yang terkait dengan
perbuatan tindak pidana, yang dianggap sebagai perbuatan tercela
dalam masyarakat.

Perbuatan tercela yang terjadi dalam masyarakat dianggap
berpotensi berbahaya dan dapat mengganggu kondisi masyarakat

Ladito R. Bagaskoro




Pengantar Hukum Pidana

Pada masa setelah Indonesia merdeka, sudah tentu peraturan
perundang-undangan di Indonesia pun mengalami penyesuaian, tak
terkecuali hukum pidana. Penetapan Wetboek van Strafrecht voor
Nederlands Indie atau KUHP Hindia Belanda dalam sistem hukum
Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana, yang juga melakukan perubahan
dan penyesuaian terhadap beberapa pasal dari KUHP Hindia Belanda
sebelumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana tersebut dikenal dengan sebutan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Seiring berkembangnya kebutuhan pembaharuan hukum pidana
nasional, sejak tahun 1962 telah diusahakan pembaharuan hukum
pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
disusun oleh para ahli hukum Indonesia. Rapat Kkoordinasi,
pemantapan dan perbaikan telah dilakukan berulang kali, hingga
sampai tahun 2023, atau tepat 61 tahun sejak dicanangkannya
pembaharuan hukum pidana, disahkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP
tersebut disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 ini terdiri dari 37 Bab
dan 624 pasal tersebut merupakan bentuk ikhtiar pembaharuan
hukum pidana nasional.

3k 3k 3k 3k 3k 3k %k %k %
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BAB 2
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya Malang

Pendahuluan
Asas hukum merupakan norma dasar dan prinsip hukum yang
melatarbelakangi pengaturan dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa
Inggris diksi asas diterjemahkan sebagai principle. Disebut principle
karena sebuah undang-undang tidak diperbolehkan bertentangan
dengan asas hukum. Dapat kita menyimpulkan bahwa asas hukum
adalah sebuah prinsip yang menjadi ground norm atau dasar
fundamen hukum.
Achmad Ali yang membagi asas hukum menjadi tiga fungsi yaitu

(Achmad Alj, 2015):
1. Fungsi Taat Asas (Konsisten)

Fungsi taat asas hukum adalah agar hukum dapat menjadi

konsisten atau tidak berubah dari ketentuan yang ada, sehingga

tercipta kepastian hukum.

2. Fungsi Mengatasi Konflik
Salah satu fungsi utama dari asas hukum adalah untuk
mengatasi/memberikan jalan keluar jika terjadi konflik di dalam
hukum. Untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan
hukum maka di gunakanlah asas hukum untuk menjawab
pertanyaan terkait permasalahan hukum yang terjadi.
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Asas Nasional Aktif berlaku bagi warga negara Indonesia yang
melakukan kejahatan diluar Negara Indonesia bertujuan untuk
melindungi warga negara kita yang sedang berada di luar negeri. Pasal
8 ini ingin mengingatkan kita semua bahwa status kewarganegaraan
akan melekat bagi warga negara kita yang sedang berada di luar
negeri dimanapun mereka pergi selama memegang paspor Indonesia
maka akan melekat hukum Indonesia.

Terdapat perkecualian pada Pasal 8 ayat (3), bahwa asas ini tidak
berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling
banyak kategori IIl. Pidana denda yang dimaksud dengan kategori II1
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 79 ayat
(1) huruf c, yaitu: c. kategori III, Rp50.000.000 (lima puluh juta
rupiah).

Di Pasal 8 ayat (5) juga terdapat pembatasan terhadap asas
Nasional aktif ini, dalam hal warga negara Indonesia yang melakukan
tindak pidana di luar Negara Indonesia tidak dapat dijatuhi pidana
mati, jika tindak pidana tersebut menurut KUHP Nasional tidak
mengatur, tidak dapat dihukum pidana mati. Berdasarkan peraturan
tersebut, warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tidak dapat dijatuhi
hukuman mati, sedangkan menurut hukum negara di mana perbuatan
tersebut dilakukan, perbuatan tersebut tidak diancam dengan pidana
mati. Peraturan ini berangkat dari semangat toleransi dan
penghormatan terhadap hukum pidana asing (Adami Chazawi, 2020).
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KEBIJAKAN KRIMINAL

Ridayani, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala

Pengertian Kebijakan Kriminal
Konsep penentuan nasib sendiri memberikan pemerintah kekuasaan
untuk membentuk peraturan politik. Namun, banyak ahli hukum
mengklasifikasikan peraturan politik ini sebagai peraturan yang tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memiliki
kekuatan mengikat. Dalam banyak kasus, tidak ada otoritas
kehakiman yang dapat mengawasi atau meninjau peraturan politik ini,
kecuali dalam situasi-situasi tertentu di mana Mahkamah Agung
memiliki kewenangan khusus, dan Mahkamah Konstitusi hanya dapat
menguji peraturan hukum. Menurut Abdul Latief, ada kebutuhan
mendesak untuk melakukan pemeriksaan aktual terhadap peraturan
kebijakan, dan ini dapat dijustifikasi atas dasar dua alasan utama.
Pertama, masyarakat berharap adanya jaminan perlindungan
terhadap tindakan pemerintah atau pejabat. Sebaliknya, bagi lembaga
negara atau pegawai negeri sipil, pengujian perangkat kebijakan
menjadi suatu batasan atau dasar, sehingga tindakan pemerintah
tidak dapat sembarangan dalam pembentukan peraturan politik.
Alasan kedua adalah terkait dengan perkembangan teori hukum
administrasi, terutama konsep "besluit" (keputusan), yang Kkini
memiliki makna yang lebih luas dan menjadi alat utama dalam
pengelolaan negara (Latief, 2005).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan
sebagai program yang ditujukan untuk mencapai tujuan, nilai, dan
kegiatan yang terarah. Carl ]. Friedrick mendefinisikan kebijakan
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TINDAK PIDANA

Muhamad Romdoni, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Kriminalisasi

Pemerintah memainkan peran sentral dalam menjalankan roda
pemerintahan dalam bidang hukum dengan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan melalui organ negara yang memiliki wewenang untuk
menetapkan regulasi yang dianggap bermanfaat bagi masyarakatnya
(Hamdan, 1996). Sebagai hasilnya, banyak produk undang-undang
yang dihasilkan melalui proses yang panjang dan cermat. Salah satu
jenis undang-undang yang dihasilkan adalah undang-undang yang
berisi sanksi pidana.

Penggunaan hukum, khususnya hukum pidana, sebagai alat
rekayasa sosial harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak
menimbulkan kerugian dalam masyarakat (Effendi, 2014). Hal ini
karena hukum pidana harus memiliki karakteristik yang penting,
seperti kejelasan, stabilitas yang relatif, dan keterjangkauan (Santoso,
2020). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan dan setiap
peraturan yang dibuat dalam konteks hukum pidana seharusnya
dipertimbangkan sebagai bagian dari politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan
bagian dari kebijakan formulatif. Kebijakan formulatif dimulai dengan
kriminalisasi, yakni penetapan suatu perbuatan yang semula bukan
tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Proses tersebut akan
melahirkan undang-undang yang mengancam perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dengan sanksi (Sudarto, 1981).
Meskipun seringkali menjadi perdebatan terkait dengan menjadikan
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delik kealpaan hanya menandakan bentuk kesalahan dalam suatu
rumusan delik. Konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi
pada berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Delik
kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan
dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan menghendaki
bentuk kesalahaan dalam bentuk kealpaan dalam rumusan delik.
Jika dibandingkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan
kesengajaan, dengan Pasal 359 KUHP tentang pembunuhan karena
kelalaian. Kedua pasal tersebut menimbulkan akibat yang sama
yakni kematian korban, namun konsekuensi ancaman pidananya
berbeda karena bentuk kesalahan yang terdapat dalam rumusan
Pasal 338 KUHP dengan Pasal 359 KUHP berbeda.
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BAB 5
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA

Febrianika Maharani, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Hukum Pidana memiliki 3 (tiga) masalah pokok yang juga disebut
sebagai Trias Hukum Pidana atau The Three Basic Concepts yaitu
Perbuatan, Pertanggungjawaban, dan Pidana (Gunarto, 2023). Adanya
suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan
tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan
hukum serta dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu
bertanggungjawab merupakan syarat untuk dapat dijatuhkannya
pidana terhadap seseorang. Pertanggungjawaban pidana menjurus
kepada pemidanaan seseorang jika telah melakukan tindak pidana
dan memenuhi unsur-unsurnya (Karter & Sianturi, 2018). Sehingga,
perbuatan pidana belum tentu diikuti dengan penjatuhan pidana
karena pertanggungjawaban memiliki peran penting untuk
menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka kita juga
berbicara mengenai kesalahan karena 2 (dua) hal ini memiliki
keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Asas “tiada pidana
tanpa kesalahan” atau geen straf zonder schuld menyebutkan bahwa
pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki
kesalahan baik berupa dolus maupun culpa, kesalahan merupakan
unsur penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Adanya
pertanggungjawaban harus berdasarkan pada kesalahan (liability
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bahwa telah ada surat perintah penangkapan, sehingga X harus
segera menangkap orang tersebut. Ketika X melakukan
penangkapan, ternyata tidak ada surat perintah penangkapan yang
sah sehingga X telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu
kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Dalam hal ini, kesalahan X
dihapuskan dengan adanya alasan pemaaf karena mengira
perbuatan yang dilakukannya adalah perintah jabatan yang sah
sehingga X tidak dapat dipidana.
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Pidana dan Pemidanaan

Dalam konteks hukum, pidana dan pemidanaan merupakan konsep
yang tak terpisahkan, yang bertujuan untuk menjaga Kketertiban,
melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera kepada pelaku
kejahatan.

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang dinamis,
telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang hukum
pidana dan pemidanaan. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat
perubahan dan penyesuaian yang terus dilakukan dalam upaya untuk
meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem peradilan pidana.
Perjalanan perkembangan ini mencakup perubahan dalam peraturan
perundang-undangan, interpretasi hukum, serta implementasi
praktik hukum yang lebih baik. Dalam pembahasan ini, akan mengulas
lebih lanjut tentang perkembangan hukum pidana dan pemidanaan di
Indonesia, termasuk perubahan signifikan, tantangan yang dihadapi,
dan upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan
pengenaan hukuman terhadap individu yang terbukti melanggar
norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan pemidanaan merujuk
pada proses dan tindakan yang dilakukan oleh sistem peradilan untuk
memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang terbukti
bersalah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana dan pemidanaan
merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang memiliki tujuan
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punya pilihan buat mengajukan upaya hukum sesuai dengan
kondisi dan peraturan yang berlaku. Dan Upaya hukum sangat
penting untuk melindungi hak-hak terdakwa dan penuntut umum.
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PERCOBAAN PENYERTAAN
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Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.
Mahasiswa Magister [Imu Hukum Universitas Airlangga

Tindak Pidana Percobaan dalam KUHP Kolonial

Dalam KUHP Kolonial, percobaan diatur pada Buku I Bab IV Pasal 53
dan Pasal 54. Percobaan atau biasa dikenal dengan istilah pogging
adalah usaha untuk mencapai tujuan tindak pidana yang pada
akhirnya tidak selesai atau tujuan tindak pidananya tidak terwujud.
Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana percobaan terhadap
pelanggaran tidak diancam pidana sehingga yang diancam pidana
ialah tindak pidana percobaan terhadap kejahatan sesuai dengan
ketentuan Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KUHP agar suatu tindak
pidana percobaan dapat dikenakan pidana maka harus memenuhi
unsur di bawabh ini, yaitu:

1. Adanya Rencana (Niat) untuk Berbuat Kejahatan

Untuk dapat menjelaskan suatu kesengajaan pelaku, menurut

Moeljatno kesengajaan dibagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori Kehendak/Wilstheorie
Berdasarkan Wilstheorie, seseorang dikatakan melakukan
kesengajaan memang karena dirinya berkehendak untuk
melakukan tindak pidana dan siap menanggung segala
akibatnya. Teori ini didukung oleh von Hipel dan Simons.

b. Teori Pengetahuan/Voorstellings Theorie
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b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara
terpisah untuk tiap-tiap tindak pidana tanpa dikurangi; atau

c. pidana perampasan barang tertentu dijatuhkan secara terpisah
untuk tiap - tiap tindak pidana tanpa dikurangi.

6. Terhadap pelaku yang sudah pernah dipidana dan kembali
dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana lainnya,
maka berlaku ketentuan sebelum putusan itu dijatuhkan
kepadanya, pidana yang terdahulu harus diperhitungkan terhadap
pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 123 - 130
KUHP. Jika pidana sebelumnya sudah mencapai batas maksimum
maka untuk selanjutnya hakim hanya menyatakan bahwa
terdakwa bersalah tanpa harus diikuti pidana.

kksk kok kok ko
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Jusnizar Sinaga, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen

Pendahuluan

Dalam eksistensi manusia, korupsi merupakan masalah yang tidak
dapat diatasi. Ungkapan tersebut merupakan tanggapan atas
pernyataan bahwa korupsi ada di semua aspek kehidupan manusia.
Untuk mendapatkan keuntungan, tindakan korupsi dalam kehidupan
sehari-sehari lewat pemberian hadiah untuk mendapatkan posisi atau
jabatan di tempat kerja, menaikkan harga suatu barang untuk
mendapatkan keuntungan, menambah imbalan jasa untuk
mempermudah urusannya, dan untuk tingkat yang lebih tinggi, yang
dilakukan oleh pekerja dan pejabat administrasi negara. Konteks
budaya masyarakat Indonesia berkontribusi terhadap tumbuhnya
korupsi karena masyarakat di sana lebih memilih untuk mentolerirnya
daripada memberantasnya. Seperti yang kita ketahui bersama,
dampak korupsi sangat merugikan (Sudirman, 2015).

Dampak korupsi yang negatif, kejahatan tersebut diklasifikasikan
sebagai kejahatan luar biasa, karena karakter kejahatannya yang tidak
biasa, diperlukan strategi yang tidak biasa untuk memberantas
korupsi yaitu dengan menerapkan undang-undang sebagai alat utama
atau biasa disebut tindakan represif dalam mengambil tindakan
terhadap pelanggar demi pencegahan dan perlindungan masyarakat
(Pujiyono, 2021).

Peraturan-peraturan dalam KUHP yang mengatur pemberantasan
tindak pidana korupsi pada tata tertib sebelumnya hingga tata tertib
saat ini sudah tidak mampu lagi dalam mengatasi persoalan ini,
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meninggal dunia dalam penyidikan, terbukti ada kerugian
perekonomian negara, penyidik mengirimkan salinan berita acara
persidangan kepada kejaksaan. pihak yang dirugikan sdapat
mengajukan gugatan perdata terhadap pewarisnya.

Aturan dalam tipikor dapat dikatakan bukanlah peradilan in
absentia, karena dalam aturan pidana menjelaskan matinya
tersangka/terdakwa menjadi alasan penghapusan penuntutan dan
penghapusan menjalankan pidana hal ini terangkum dalam Pasal 77
dan 83 KUHP. Begitu pula dalam kasus korupsi. Namun UU Tipikor
membuka peluang untuk mengalihkan perkara ke jalur hukum
perdata. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 33 dan 34 KUHP
Tipikor bertujuan untuk memperbaiki keuangan negara.

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi
berarti terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa
dirinya bukan pelaku korupsi. Penerapan pembuktian terbalik ini
mengasumsikan bahwa perkara korupsi merupakan kejahatan yang
dampaknya dasyat perlu upaya yang lebih besar dalam menanganinya.
Dilakukannya pembuktian terbalik dapat menguntungkan terdakwa
ataupun keluarga karena ketika dilakukannya penyitaan terhadap
kekayaan pelaku maupun keluarga. Kemudian jaksa dapat
mengupayakan penyelamatan terhadap asset negara mengenai asal
usul dari harta kekayaannya. Ketentuan mengenai pembuktian
terbalik ada dalam UU Tipikor namun pedoman pelaksanaan
pembuktian terbalik pada kasus korupsi belum ada oleh sebab itu
pembalikan beban pembuktian dalam suatu kasus korupsi hal yang
sulit untuk dilakukan selain itu melakukan pembuktian terbalik pada
bukan kewajiban melainkan adalah kehendak dari terdakwa dengan
demikian terdakwa memiliki kebebasan untuk menggunakannya atau
tidak.
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Pendahuluan

Pencucian uang bukanlah suatu kejahatan baru yang baru-baru ini
disadari adanya, terutama di negara kita. Tindakan ini telah lama
menjadi perhatian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Lebih lanjut, penegasan mengenai peraturan pencucian uang
dapat ditemukan dalam undang-undang yang merupakan ketentuan
lex specialis dari KUHP. Salah satu undang-undang tersebut adalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Penghapusan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebuah pengamatan penting yang diutarakan oleh Emily adalah
bahwa motivasi atau keinginan untuk mencuci hasil kejahatan
umumnya bermula dari ketakutan pelaku akan berhadapan dengan
otoritas pajak, diadili, atau bahkan risiko hasil kejahatan yang disita.
Emily G. Lawrence (1992) menyatakan bahwa tindakan pencucian
uang adalah bentuk "dosa." Dari sinilah, muncul pemikiran dan
pentingnya upaya untuk mengungkap tindak kejahatan ekonomi
dengan strategi "menjebak” pelaku-pelaku kejahatan bisnis atau
ekonomi di bagian bawah rantai kejahatan, bukan hanya di tahap awal
(hulunya), di mana perbuatan dianggap jahat ketika seseorang
menikmati hasil kejahatan yang kemudian disebut sebagai "money
laundering offence."
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untuk diserahkan kepada pihak yang berhak (sesuai dengan putusan),
atau karena hakim memutuskan untuk merampasnya untuk
kepentingan negara, baik musnah atau rusak sampai tidak dapat
dipergunakan lagi atau bila barang itu masih diperlukan sebagai
barang bukti dalam perkara lain.”

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menerapkan
ketentuan prosedur in absentia yaitu persidangan berlangsung tanpa
dihadiri terdakwa atau terdakwa tidak hadir dalam persidangan,
termasuk dalam pembuktian adanya sistem pembalikan beban
pembuktian, perluasan alat bukti, dan interception atau penyadapan.
Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat memutus perkara berdasarkan
bukti yang cukup dan jaksa harus mengumumkan putusannya. Jika
terdakwa meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman, maka hakim
atas permohonan penuntut umum dapat memutuskan untuk menyita
barang yang disita, sehingga tindakan ini harus merupakan keputusan
yang tidak dapat dibantah, tetapi dapat disengketakan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan.

Perbuatan penyitaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 79 ayat 4, dimaksudkan untuk mencegah ahli waris terdakwa
menguasai atau menguasai harta benda hasil tindak pidana tersebut.
Selain itu juga sebagai upaya pemulihan sumber daya negara, dengan
dasar pemikiran bahwa perbuatan para pelanggar hukum telah
merugikan keuangan negara. Selain itu, diatur bahwa jika terdakwa
tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
4, dan 5 peraturan perundang-undangan pencucian uang, maka dapat
diganti dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan (Pasal 8).
Berbeda dengan perusahaan, jika tidak memungkinkan untuk
membayar denda, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah
dengan melakukan penyitaan terhadap aset milik perusahaan atau
pejabat pengendali perusahaan dengan nilai yang setara dengan
besaran denda yang dikenakan.

kksk kok kok ko
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Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kalangan usia, mulai dari
anak-anak hingga lansia, akrab dengan penggunaan obat-obatan
sesuai rekomendasi medis ketika mengalami sakit. Namun,
sayangnya, terdapat perilaku penyimpangan dalam masyarakat yang
menyalahgunakan obat-obatan, terutama obat-obatan terlarang,
untuk mendapatkan efek yang berlebihan. Hukum pidana
menganggap tindakan ini sebagai kejahatan yang masuk dalam
kategori Tindak Pidana. Narkotika dan obat-obatan terlarang
dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak
tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan
sekolah. Kejahatan ini juga dianggap sebagai ancaman terhadap
pembangunan dan masa depan bangsa serta negara (Adi, 2014).
Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan peningkatan
tingkat kejahatan, karena dapat mempengaruhi pengguna untuk
melakukan tindakan kriminal. Konsep kejahatan ini relatif, dan
Mustafa menjelaskan bahwa dalam masyarakat, kejahatan adalah
tindakan yang merugikan dan melanggar norma serta nilai-nilai sosial,
tidak hanya tindakan yang melanggar hukum (Mustafa, 2007).
Kejahatan narkotika merupakan masalah serius di Indonesia dan
seluruh dunia. Produksi dan peredaran narkotika semakin meluas di
tengah masyarakat, dan peran mafia narkotika menjadi semakin kuat.
Para mafia narkotika bahkan dapat meracuni aparat penegak hukum,
baik sebagai pengguna maupun pengedar. Meskipun upaya
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a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penanganan penyalahgunaan narkotika, termasuk untuk
individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan. Ini
diatur dalam Pasal 127 ayat (3), yang menyatakan bahwa jika
seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika
dapat  dibuktikan atau terbukti sebagai  korban
penyalahgunaan narkotika, maka orang tersebut diwajibkan
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Meskipun masih dalam proses peradilan pidana, seperti
dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di
pengadilan, tanpa harus menunggu keputusan hakim terlebih
dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim dapat
meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum
memutuskan apakah mereka akan ditempatkan di lembaga
rehabilitasi.

$okkkkkkkk

Daftar Pustaka

Adi, K. (2014). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Narkotika oleh Anak. Malang: UMM Press.

Arief, B. N. (2007). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Arief, M. dan B. N. (2005). Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana.
Bandung: Alumni.

Hawari, D. (1997). Al-Quran, I[Imu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa.
Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.

Kadarmanta, A. (2012). Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan

Adwi Mulyana Hadi

135



Tindak Pidana Narkotika

extraordinary punishment. http://kejahatan-narkotika-
extraordinary-crime.html

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mardani. (2008). Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Pidana Nasional. ]Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Mulyadj, L. (2008). Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis,
dan Praktik. Bandung: PT Alumni.

Mulyadi, M. (2008). Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy
dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan.
Medan: Pustaka Bangsa Press.

Mustafa, M. (2007). Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap
Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum. FISIP Ul
Press.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

Sunarso, S. (2004). Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Sunarso, S. (2012). Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika.
Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adwi Mulyana Hadi



Tindak Pidana Narkotika

PROFIL PENULIS

Adwi Mulyana Hadji, S.H., M.H.

Penulis memiliki keperdulian tinggi dengan
aktifitas Pendidikan hukum dan juga
praktiknya. Penulis memilih untuk masuk ke
Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10
Kota Bekasi dan berhasil lulus pada tahun
2013. Penulis kemudian melanjutkan
pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil
menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di
Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus
tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di
Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2019.

Penulis memiliki keperdulian tinggi terhadap keilmuan hukum
dengan kegiatannya yang juga sebagai Advokat / praktisi penegak
hukum, kemudian pada tahunh 2021 penulis menyelesaikan
Pendidikan Praktisi Pengacara pajak dan sudah bergabung menjadi
Praktisi Pengacara Pajak saat ini dengan organisasi PKPPI, aktif
menangani perkara hukum keluarga islam di beberapa pengadilan
agama dan saat ini penulis juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi
Hukum Bandung (STHB) dan juga aktif sebagai peneliti di bidang
Hukum, selanjutnya penulis mewujudkan bentuk pengabdian dengan
aktif menjadi narasumber ataupun menjadi tenaga ahli guna
penyusunan naskah akademik untuk kepentingan pemerintah di
beberapa pemerintahan kota/kab. Selain peneliti, penulis juga mulai
aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi
positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: adwimulyanah@gmail.com

Adwi Mulyana Hadi

137



BAB 11
TINDAK PIDANA HAM

Ais Surasa, S.H., M.H.
STISA ASH-SHOFA Manonjaya Tasikmalaya

Pengertian Tindak Pidana HAM

Hukum pidana, atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah
"strafbaar feit," merujuk pada perbuatan atau kejadian yang
melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan hukuman. Ini
mencakup delik, perbuatan pidana, dan tindakan kriminal. Namun,
dalam konteks hak asasi manusia (HAM), konsep HAM adalah sesuatu
yang melekat pada sifat alamiah manusia, yang perlu dihormati dan
dijaga. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh individu sejak lahir
atau sejak mereka hadir dalam masyarakat.

Hak asasi manusia memiliki makna yang mendalam sebagai
upaya untuk memelihara perdamaian dengan seimbang antara
pemahaman individu dan kolektif. Selain itu, ini adalah usaha untuk
memahami dan menghargai serta melindungi hak-hak dasar manusia,
yang merupakan tanggung jawab bersama. Pentingnya hak asasi
manusia tercermin dalam penetapan 10 Desember sebagai Hari Hak
Asasi Manusia, yang memperingati hari ketika konsep HAM mulai
mendapatkan perhatian serius (Triwahyuningsih, 2018).

Berbagai ahli telah memberikan definisi HAM, tetapi pemahaman
yang umum adalah bahwa HAM adalah hak dasar atau anugerah yang
dimiliki oleh semua individu, yang menegaskan prinsip-prinsip
keadilan, kemerdekaan, dan perlindungan terhadap penindasan dan
eksploitasi. HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia dan
harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.
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dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Tujuan utama
HAM adalah menciptakan dunia di mana hak-hak manusia dihormati
dan dilindungi, serta di mana setiap individu memiliki kesempatan
yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam
pembangunan masyarakat.
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TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL

Dr. Hanuring Ayu Ardhani Putri, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina,
melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi
seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang
berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik
termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan
hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan
optimal (Kemendikbudrsitek, 2023).

Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang
melibatkan penggunaan kekerasan fisik, tekanan psikologis, atau
ancaman untuk memaksa seseorang melakukan tindakan seksual
tanpa persetujuannya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak
asasi manusia dan hukum pidana di banyak yurisdiksi mengatur
berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Definisi dan
hukuman yang tepat dapat bervariasi dari satu negara atau yurisdiksi
hukum ke negara atau yurisdiksi hukum lainnya (Siregar, 2021).

Tindak pidana kekerasan seksual dapat mencakup tindakan
seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi
seksual, dan lain-lain. Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana ini
dapat merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis bagi korban,
dan seringkali memiliki dampak jangka panjang yang serius.
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Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, berdampak
pada setiap aspek kehidupan. Tidak terkecuali dampak pada
perkembangan dalam tindak pidana. Pada zaman teknologi belum
berkembang, tindak pidana hanya terjadi pada tindakan yang
konvensional. Namun pada masa kini, tindak pidana yang terjadi tidak
terbatas pada tindak pidana yang dilakukan dalam dunia nyata
(Wahid, H. A., 2005). Tindak pidana saat ini juga dapat dilakukan
dalam dunia maya (cyber space). Selain itu, perkembangan juga terjadi
pada regulasi yang mengatur tentang tindak pidana di Indonesia.
Perkembangan regulasi ini akan menjamin kepastian hukum di masa
depan agar regulasi di depannya masih bisa mengakomodir
perbuatan-perbuatan yang belum terjadi saat regulasi dibentuk
(Suhariyanto, B. 2012).

Definisi Tindak Pidana Mayantara
Dalam beberapa kepustakaan, tindak pidana mayantara atau cyber
crime kerap dipersamakan dengan computer crime. Pengertian cyber
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data pribadi bersifat umum milik Presiden, Wakil Presiden pejabat
publik lainnya.

. Kebebasan Berekspresi

Walaupun dalam hal perlindungan data pribadi memiliki
pengecualian karena adanya kebebasan berekspresi, namun
kebebasan berekspresi ini tetaplah memiliki batasan, yaitu
sepanjang tidak merugikan orang lain.

. Sejarah Pendokumentasian

Sejarah seringkali menyebutkan secara lengkap mengenai data
pribadi dari tokoh tersebut. Sejarah mempelajari segala hal, dalam
hal ini, data pribadi juga termasuk lingkup yang dipelajari oleh
sejarah. Perbuatan menyebarkan data pribadi untuk kepentingan
sejarah pun tetap memenuhi unsur-unsur tindak pidana
perlindungan data pribadi. Namun dengan adanya pengecualian
ini, maka, hal penyebaran data pribadi untuk kepentingan
pendokumentasian sejarah, tidak dapat dikatakan memenuhi
unsur-unsur dalam tindak pidana perlindungan data pribadi.

. Ilmu Pengetahuan
Penyebaran data pribadi dalam hal ilmu pengetahuan juga menjadi
pengecualian. Hal ini masih memiliki keterkaitan dengan
kepentingan publik.

. Penelitian Medis

Guna kepentingan penelitian medis, perlindungan data pribadi
menjadi perkecualian. Hal ini dikarenakan untuk kepentingan
penelitian medis diperlukan kejelasan mengenai identitas pasien.

3k %k 3k %k %k k %k k
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Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Perampasan Aset
Perampasan aset merupakan bentuk hukuman tambahan yang
dipergunakan dalam hukum Indonesia untuk menghukum pelaku
dengan menyita hartanya setelah melakukan tindak pidana. Hal ini
mengacu kepada setiap kegiatan pidana yang berada dalam ruang
lingkup hukum pidana Indonesia guna memberikan kerugian kepada
terpidana melalui putusan pengadilan dan sekaligus mengikat setelah
dinyatakan bersalah sehingga ia tidak dapat mengambil keuntungan
dari tindak pidana tersebut. Perampasan aset hasil tindak pidana
merupakan suatu masalah yang sudah lama berkembang dalam studi
pidana di Indonesia. Terdapat beberapa dasar hukum yang telah
mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana di
Indonesia, salah satunya ditegaskan di dalam Pasal 10 KUHP, dalam
pidana tambahan (Marfuatul Latifah, 2015).

Terdapat berbagai dasar hukum yang mengatur perampasan aset
di Indonesia, yang diatur di luar KUHP, melainkan diatur dalam
undang-undang terpisah. Beberapa undang-undang yang mencakup
pengaturan perampasan aset termasuk Pasal 18 (a) dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perampasan Tindak Pidana
Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
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BAB 15
RESTORATIVE JUSTICE DAN
DIVERSI

Solehuddin, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Restorative justice adalah sebuah paradigma baru dalam memandang
sebuah kasus yang terjadi dan dilakukan oleh seseorang. Keadilan
restorative menghendaki hukum tetap mementingkan masa depan
seorang anak. Implementasi restorative justice melalui diversi
dipandang sebagai paradigma baru menghadapi persoalan anak yang
berhadapan hukum dengan mengadakan pemulihan kondisi semula
melalui alternatif peradilan non-formal. Diversi adalah pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di
luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi adalah mencapai
perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di
luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan
kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam proses
penerapan restorative justice melibatkan korban, pelaku, keluarga
korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak yang
berkepentingan agar tercapai kesepakatan penyelesaian. Penerapan
diversi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk
mewujudkan keadilan restorasi (restorative justice) dan
menyelamatkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum
(Ernis, 2016).
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Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana dapat
membantu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Ini juga
dapat mencegah konflik lebih lanjut antara keduanya dan mendorong
rekonsiliasi sukarela. Pendekatan ini juga menekankan peran penting
korban dalam proses keadilan dan mendorong partisipasi
masyarakat, seperti anggota keluarga atau tetangga.

Dari sudut pandang korban, keadilan restoratif memberikan
kesempatan bagi pelaku untuk mengekspresikan penyesalan kepada
korban, terutama dalam pertemuan yang diatur secara profesional.
Pendekatan keadilan restoratif ini menandai pergeseran dari konsep
hukum lex talionis atau keadilan retributif ke arah pemulihan atau
keadilan restoratif. Dalam situasi di mana pendekatan yang lebih
vengeful dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban, keadilan
restoratif menekankan tanggung jawab pelaku atas tindakannya yang
merugikan orang lain.

Namun, perlu dicatat bahwa akses ke bantuan hukum tidak selalu
tersedia, biaya hukum tinggi, dan pemahaman peran setiap pihak
dalam pengambilan keputusan membutuhkan pengalaman dan
pemahaman. Harapannya, pendekatan keadilan restoratif ini akan
mengurangi jumlah individu yang terlibat dalam proses peradilan
pidana, terutama di lembaga pemasyarakatan, serta mengurangi
beban sistem peradilan pidana. Selain itu, pendekatan ini juga
mendorong  partisipasi lebih  banyak masyarakat dalam
menyelesaikan kasus hukum.

kksk kok kok ko
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Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum
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Latar Belakang

Kejahatan sebagai fenomena yang terus hadir ditengah kehidupan
masyarakat merupakan suatu gambaran atas sifat dan perilaku yang
ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang yang sangat buruk
(Wahyu Widodo, 2015). Dalam realitasnya kejahatan bukan
merupakan suatu peristiwa hereditas serta bukan juga merupakan
tindakan atas warisan biologis, namun kejahatan dapat terjadi dan
dilakukan oleh siapa saja baik pria maupun wanita dengan berbagai
latar pendidikan dan taraf ekonomi yang dimilikinya. Sebagaimana
pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa
manusia dalam menjalankan hidup serta kehidupannya sejatinya akan
senantiasa dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam
setiap  kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan
kepentingannya atau keinginannya tersebut tidak tercapai (Sudikno
Mertokusumo, 2007).
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PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Baren Sipayung, S.H., M.A.P,, C.L.A., CRMP
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Pendahuluan

Sejak zaman kuno, setiap negara membutuhkan aliran pendapatan
dan pengeluaran yang stabil dan lancar untuk bertahan hidup. Adanya
pemasukan dan penerimaan uang negara merupakan suatu budaya
sosial dan budaya hukum berlandaskan Ps. 1 angka 1 jo. Ps. 2 UU
Keuangan Negara. Untuk itulah aspek keuangan negara perlu untuk
dikelola dengan baik. Keuangan negara penting untuk dikelola dengan
baik adalah dalam rangka untuk membiayai pembangunan di bidang
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain yang
mendukung pertumbuhan ekonomi.

Aspek investasi dalam keuangan negara juga sangat penting
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing
negara. Di samping itu, dengan menyeimbangkan fiskal suatu negara
berarti mengupayakan aspek stabilitas ekonomi (Bastari et al,, 2023).
Sebagai contoh, jika kondisi defisit anggaran yang besar dan utang
negara yang tidak dikelola secara memadai dapat merusak stabilitas
perekonomian dan menyebabkan inflasi, pengangguran, dan
ketidakpastian perekonomian.

Salah satu tujuan bernegara adalah menyejahterakan rakyatnya
dan menciptakan keadilan sosial. Untuk itu, Pemerintah bertanggung
jawab untuk menyediakan layanan publik yang sangat dibutuhkan
masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, keamanan,
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Pendahuluan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat prinsip yang

mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan suatu

tindak pidana dan sejauh mana bukti harus meyakinkan hakim

pengadilan. Prinsip ini penting dalam memastikan keadilan dalam

proses pidana. Berikut adalah pedoman yang mengatur beban

pembuktian dalam hukum pidana Indonesia:

1. Asas Praduga Tak Bersalah
Menurut asas ini, seseorang dianggap tidak bersalah kecuali
kesalahannya telah dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu,
pihak yang menuntut harus membuktikan kesalahan terdakwa.
Dalam kasus pidana, jaksa atau penuntut umum bertanggung
jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan
menggunakan pembenaran hukum, keterangan saksi mata, dan
penyajian fakta yang relevan.

2. Standar Bukti yang Diperlukan
Hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya "bukti yang cukup”
atau "bukti yang sah dan meyakinkan" untuk membuktikan suatu
kejahatan tanpa keraguan. Ini berarti bahwa pengadilan harus
yakin bahwa terdakwa bersalah sebelum menghukumnya.
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asas presumsi tak bersalah, di mana terdakwa dianggap tidak
bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip asas praduga tak
bersalah dan hak asasi manusia dapat dilindungi oleh teori bukti
negatif. Namun, peraturan hukum dan standar hukum yang berlaku
dapat mempengaruhi bagaimana beban pembuktian diterapkan
dalam praktik pengadilan. Menurut KUHAP Pasal 183, diperlukan
sekurang-kurangnya dua bukti yang dapat dipercaya untuk menuntut
seseorang atas suatu tindak pidana. Hakim tidak dapat menuntut
seseorang kecuali ia yakin bahwa orang tersebut melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang memadai.
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Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Secara harfiah pembaharuan merupakan arti dari kata “baru” yang
berarti sebagai sesuatu itu belum dinyatakannya adanya (belum
terlihat); belum pernah mendengarnya (itu ada); baru saja selesai
(dibuat, didirikan); baru saja dibeli (dimiliki); belum pernah
digunakan; masih segar (belum dipanen atau ditangkap); baru-baru
ini; dimulai; lalu; lagi; modern. Sehingga pembaharuan mengacu pada
proses, metode tindakan pembaharuan, hasil pekerjaan
memperbaharui (Sugono, 2008).

KUHP yang sekarang masih dipergunakan di negara ini adalah
sebuah pemberian dari para Kolonial Belanda (Wetboek van
Strafrecht) yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan
masyarakat Indonesia. Pengesahan RKUHP sebagai hukum positif di
Indonesia merupakan perwujudan upaya pembaharuan hukum
pidana di Indonesia. Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana
(penal reform) di Indonesia karena sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman dan keadaan (outmoded and unread). Hal ini
disebabkan karena aturan ini tidak berasal dari nilai kebudayaan,
tidak berasal dari aspirasi orang umumnya, serta tidak adanya
tanggapan menyeluruh dari kebutuhan orang banyak.

Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa arti dari dilakukannya
pembaharuan ini sangat berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya.
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